RUMUSAN
RAPAT SINERGITAS PPROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2019 MELALUI POLA SHARING APBD
DI THE SUNAN HOTEL SOLO, JAWA TENGAH
TANGGAL 25-27 APRIL 2018

Berdasarkan arahan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi yang
disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendes, PDT, dan Transmigrasi, arahan
Dirjen PKP2Trans, paparan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah dari
Pemda Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, paparan potensi pembangunan kawasan transmigrasi oleh Pemda
Kabupaten: (1) Semelue, NAD, (2) Sijunjung, Sumatera Barat, (3) Panukal Abab
Lematang Ilir (Pali), Sumsel, (4) Lamandau, Kalteng, (5) Paser, Kaltim, (6)
Bulungan, Kaltara, (7) Pahowatu, Gorontalo, (8) Tojo Una-Una, Sulteng, (9) Poso,
Sulteng, dan (10) Mamuju Tengah, Sulbar, Penjelasan Teknis dari para Direktur
dilingkungan Ditjen PKP2Trans, serta diskusi yang berkembang selama
berlangsung rapat sinergitas program, peserta rapat sinergitas program
pembangunan permukiman dan penempatan transmigrasi tahun 2019 melalui
pola sharing sepakat merumuskan komitmen sebagai berikut:

1. Kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah, merupakan komitmen
bersama antara Pemda Asal dan Pemda Tujuan Transmigrasi dan Kementerian
Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk bersama-sama mewujudkan Cita ke-3
Nawa Cita sebagai afirmasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan
perdesaan di wilayah pinggiran menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang
mampu menciptakan peluang berusaha dan kesempatan kerja bagi
masyarakat Daerah Asal Transmigrasi;

2. Masalah-masalah kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar Pemda selama
ini yang harus ditindak-lanjuti bersama antara Pemerintah, Pemda Asal
Transmigran, dan Pemda Tujuan transmigrasi meliputi:

a. Masalah pertanahan;

b. Belum dipenuhinya hak normatif transmigran; dan

c. Potensi kurang keserasian sosial antara transmigran pendatang dan

penduduk setempat;

3. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikoordinasikan
oleh Ditjen PKP2Trans;



. Potensi pembangunan kawasan transmigrasi yang disampaikan oleh Pemda
Tujuan Transmigrasi perlu pencermatan oleh Ditjen PKP2Trans sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu prioritas
program tahun 2019.

. Potensi yang memenuhi kriteria dan syarat dan ditetapkan sebagai kawasan
transmigrasi untuk ditindak-lanjuti dengan mediasi kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar Pemda.

. Dalam kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar Pemda, pembagian tugas
sebagai berikut:

a. Pemda Tujuan bertanggung jawab dalam penyediaan ruang kawasan
transmigrasi mulai dari perencanaan, pembangunan, dan
pengembangan kawasan transmigrasi,

b. Pemda Asal bertanggung jawab dalam penyiapan SDM transmigran yang
memiliki kompetensi yang diperlukan di kawasan transmigrasi;

c. Pemerintah Pusat (Ditjen PKP2Trans) bertanggung jawab dalam
perumusan kebijakan, regulasi, fasilitasi, koordinasi, mediasi, supervisi,
dan pengawasan.

. Oleh karena kemampuan Pemda berbeda-beda, maka pengaturan sharing
biaya dimediasi dan dikoordinasikan oleh Ditjen PKP2Trans dengan
kesepakatan bahwa kegiatan yang tidak mampu didukung APBD diusahakan
pemenuhannya melalui APBN Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
bersama Kementerian/Lembaga terkait.

. Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 mensyaratkan
fasilitasi perpindahan dari Kabupaten/Kota Asal ke setiap SP sekurang-
kurangnya 25 KK. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Permen
Desa, PDT, dan Transmigrasi tersebut sekaligus mengakomodasikan minat
masyarakat bertransmigrasi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Potensi pembangunan kawasan transmigrasi yang disampaikan oleh
Pemda Tujuan transmigrasi dicermati Oleh Ditjen PKP2Trans sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Berdasarkan potensi yang memenuhi kriteria dan syarat teknis ditindak-
lanjuti oleh Kemendes, PDT, dan Transmigrasi dengan memperjuangkan
menjadi program tahun 2019 dan periode 5 tahun berikutnya melalui
koordinasi dengan K/L lain dan DPR RI;






